MENTERI NEGARA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP. 198/M.PPN/06/2005
TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA
Cq. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT

KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN BAPPENAS

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

Menimbang

Mengingat

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

. bahwa Menteri Keuangan berdasarkan Surat Nomor S-

4331/A/54/0998 telah merekomendasikan penghapusan
tanah inventaris Bappenas di Komplek Bappenas, Sawangan,
Depok, Jawa Barat dengan tindak lanjut dijual kepada
pegawai/ pensiunan Bappenas;

. bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi

Tanah Antara Bappenas Dengan Pegawai/Pensiunan
Bappenas, tanah sebagaimana tersebut pada huruf a di atas
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah dilunasi pembayarannya oleh
pegawai/pensiunan Bappenas melalui Kantor Perbendaharaan
dan Kas Negara Jakarta III;

. bahwa atas pelunasan sebagaimana tersebut dalam huruf b di

atas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Penghapusan dan
Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Negara Cq. Bappenas di
Komplek Bappenas, Sawangan, Depok, Jawa Barat Kepada
Pegawai/Pensiunan Bappenas melalui Keputusan ini.

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah

Negara,

3. Keputusan ...



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan
dan atau Pemindahtanganan Barang yang dimilik/dikuasai
Negara,

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994
tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang
Milik/Kekayaan Negara.

6. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor : KEP 024/K/3/2000, tentang Penetapan Harga Tanah
di Komplek Bappenas Sawangan, Depok, Jawa Barat dan
Pemberian Kuasa kepada Kepala Biro Umum Bappenas untuk
Menandatangani Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi;

: Surat Menteri Keuangan Nomor S$-4331/A/54/0998 perihal

Permohonan Hibah Atas Tanah Kepada Pegawai Bappenas.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN  MENTERI = PERENCANAAN  PEMBANGUNAN

NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK
ATAS TANAH MILIK NEGARA Cq. BAPPENAS DI KOMPLEK
BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT KEPADA
PEGAWAI/PENSIUNAN BAPPENAS.

: Menghapuskan tanah-tanah kapling di Komplek Bappenas

Sawangan, Depok, Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dari daftar barang inventaris Bappenas.

: Menyerahkan/melepaskan tanah Hak Pakai Nomor 1/Desa

Kedaung atas nama Bappenas kepada Negara dengan maksud
agar setelah tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung
oleh Negara dapat diberikan sesuatu Hak kepada
Pegawai/Pensiunan Bappenas yang namanya tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

: Pengaturan lebih jauh yang diperlukan untuk pelaksanaan

ketetapan Keputusan ini dilakukan oleh Kepala Biro Umum
Bappenas.

KEEMPAT ...



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21  Juni 2005

AN. MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

\j SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Dr.Ir.H KOENSATWANTO INPASIHARDJO,Dipl,HE.M.Sc
NIP. 130676365

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

Menteri Keuangan;

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,;

Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, Depok.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. 198 /M.PPN/06/2005
TANGGAL 21 JUNI 2005
No. Luas | Nomor Alamat Nomor Surat Keterangan Lunas
Urut Nama Tanah|Kavling Kavling Dari KPKN Jakarta lll
M2 Blok Jalan
15 |B-22  |JI Pertiwi IV No. 18 |S-1143/WA XI/PK.03/2004
| 2 |Hardi 9% [C-21 JI. Pertiwi X No. 37 S-1508/WA XI/PK.03/2004
3 |Hanung Prihatmoko 120 |B-45 JI. Pertiwi XIIl No. 6 S-1703/WA . XI/PK.03/2004
4 |ldris Subagja 90 ([C-21a |JI. Pertiwi V No. 19 S-2305/WA . XI/PK.03/2004
5 |Uki 120 |B-60 JI. Pertiwi XIII No. 11 S-2204/WA XI/PK.03/2004
6 |Dr.Ir.Hery Darwanto, M.Sc. 190 |A-15 JI. Pertiwi | No. 3 S-1565/WA . XI/PK.03/2004
7 |Jumadi 120 |B-81 JI. Pertiwi XII No. 11 S-1866/WA XI/PK.03/2004
8 |IrWahyuningsih Darajati, M.Sc. 173 |A-142 [JI. Periwi XVII No. 16 S-2316/WA XI/PK.03/2004
9 |Yeti Kusniati 120 |B-48 JI. Pertiwi XIII No. 12 S-2056/WA XI/PK.03/2004
10 |Arung Prahoro 115 [B-12  |JI. Pertiwi IV No. 1 S-0142/WPb.XI/PK.03/2005
11 |Endang Mudriati 125 |B-93 JI. Pertiwi IV No. 14 S-0135/WA XI/PK.03/2005
12 |Ade Syachruddin 125 |B-38 JI. Pertiwi 11l No. 11 5-0068/WPb.XI/PK.03/2005
13 |Abdul Halik 90 |[C-10a |JI. Pertiwi VI No. 17 S-0134/WPb.XI/PK.03/2005
14 [Ramli Ripai 90 |[C-28 |JI. Pertiwi IX No. 6 S-0185/WPb.XI/PK.03/2004
15 |Ir Budhi Santoso, M.Sc. 170 |A-120 [JI. Pertiwi XV No. 5 S-1076/WPb.XI/PK.03/2005
16 |Narta 90 |C-4 JI. Pertiwi X No. 10 S-0216/WPb_XI/PK.03/2005
17 |Abdul Rachman 90 |C-29 JI. Pertiwi IX No. 7 S-0196/WPb.XI/PK.03/2005
| 18 [Ir.Tubagus A Choesni. MA 200 [A-149 |JI. Pertiwi XVIINo. 4  |S-0560/WPb.XI/PK.03/2005
19 |Tjarbu | 90 [C-12  |JI. Pertiwi X No. 26 S-0578/WPb.XI/PK.03/2005
20 |Drs.Muhammad Arief Msi. 190 [A-153 |JI. Pertiwi XVII No. 8 |S-802/WPb.XI/PK.03/2005
21 |Ir. Bambang Prihartono 182 |A-46 JI. Pertiwi | No. 1 S-0780/WPb.XI/PK.03/2005
22 |Sobari 95 |C-40 JI. Pertiwi X No. 19 S-0636/WA XI/PK.03/2005
23 |Santari 120 |B-16  [JI. Pertiwi V No. 7 S-0702/WPb.XI/PK.03/2005
24 |Edy Djunaedi 120 |B-7 JI. Pertiwi V No. 14 S-0703/WPb.XI/PK.03/2005
25 |Aman Arifin S 120 |B-5 JI. Pertiwi V No. 10 S-0845/WPb.XI/PK.03/2005
26 |Rooslina Tampubolon, S.Kom 120 |B-63 JI. Pertiwi XIIl No. 16 S-0844/WPb.XI/PK.03/2005
27 |Ali Syahbana, SH 120 [B-6 JI. Pertiwi V No. 12 S-0970/WPb.XI/PK.03/2005
28 |Suharna 125 [B-36 JI. Pertiwi lll No. 7 S-0969/WPb.XI/PK.03/2005
| 29 |Ir. Dida heryadi Salya 210 [A-144 |JI. Pertiwi XVIl No. 13 |S-1104/WPb.XI/PK.03/2005
30 |Prihanto Wahyu Utomo 139 [B-43 JI. Pertiwi XIII No. 2 S-1101/WPb.XI/PK.03/2005

A.N. MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
SEKRETARIS MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

-

¢

SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

DR.IR. H.KOENSATWANTO INPASIHARDJO, DIPL, HE, M.SC

NIP.: 130676365




